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BAB I   

  PENDAHULUAN   A. Latar Belakang   

Dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicantumkan 

berbagai jenis sanksi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Salah 

satu bentuk hukuman yang paling berat yang diberikan kepada seorang terpidana adalah 

hukuman mati, yakni mengakhiri hidup seseorang, yang diatur dalam Pasal 10 Kitab 

Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah mempertimbangkan dengan 

sebaikbaiknya fakta hukum di persidangan dan bukti yang cukup, hakim dapat 

memberikan hukuman mati kepada seseorang. Peredaran narkoba, merupakan salah satu 

kejahatan tingkat berat, yang telah berkembang menjadi kejahatan yang melintasi batas 

negara dan wilayah, merusak nilai dan masa depan generasi penerus bangsa, karena 

sasaran utamanya adalah generasi muda, kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai 

kejahatan yang paling mematikan.
1
  

Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa telah ditemukan 49 jaringan narkotika 

internasional dan nasional yang telah menyebar ke seluruh masyarakat di desa dan kota di 

Indonesia. Untuk memerangi narkorba, perlu kerja sama kuat antara lembaga dan warga 

karena jumlah pengguna narkoba telah meningkat hingga 4,8 juta orang. Menurut Kepala 

BNN Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose, Indonesia masih merupakan tempat yang 

                                                           
1
 Satria Perdana, S.H.,M.H.: 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanismehukuman-mati-di-indonesia 
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potensial untuk peredaraan narkotika. Secara keseluruhan, dari 2022 hingga Maret 2023, 

BNN telah menyita sejumlah besar barang bukti narkotika dari 768l kasus tindak l pidana 

narkotika l dengan 1.209 l tersangka. Sebagai contoh, BNN menyita l 2,429 ton l metafetamin, 

l 1,902 ton l sabu, l 1,6 ton l ganja, l 184,1 ton l ganja l basah, 79,4 hektar lahan l ganja, 262.983 l 

butir l ekstasi, dan l 16,5 kg l serbuk. Selain l itu, BNN jugal memusnahkan l152,8 tonl ganja 

basahl di lahanl seluas l63,9 lhektar. Pada periodel 2021–l2023, BNN juga menyital sekitar l5,6 

tonl sabu, l6,4 tonl ganja, danl 454.475l butir lekstasi. Jumlah barangl bukti itul menunjukkan 

bahwa pengguna narkoba meningkat di Indonesia.
2
  

Indonesia adalah negaral yang memilikil keseriusan dalaml menangani tindakanl yang 

tergolongl kejahatan kemanusiaanl ini. Baikl tindakan secaral preventif maupunl represif. 

Tindakanl preventif merupakanl tindakan pencegahanl yang dilakukanl sebelum tindakl 

kejahatan itul terjadi, sepertil penyuluhan mengenail dampak burukl dari penyalahgunaan 

narkobal dan promosil sikap antinarkobal secara lnasional. Adapun tindakanl represif yangl 

ditempuh olehl pemerintah adalahl berkaitan denganl pemberian sanksil hukum terhadapl 

para pelakul kejahatan lnarkoba.
3
  

Banyak undang-undang dan lembaga pemasyarakatan yang menunjukkan anti-narkoba 

telah dibuat, mulai dari UU hingga Lapas untuk orang yang telah dihukum karena narkoba. 

                                                           
2
 Aguido Adri : https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-

terpaparnarkotika, diakses pada Tanggal 13 Desember 2023  
3
 Yossri Mantaw Sihombing & Ismaidar, Politik Hukum Dalam Penegakan Hukuman Mati Terhadap 

Pelaku  

Peredaran Narkotika di Indonesia INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 

Nomor 6 Tahun 2023 Page 9810-9820  
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Salah satu contohnya adalah Lapas Nusakambangan di kompleks Lapasl Nusakambangan di 

lCilacap, Jawa lTengah. Dengan keluarnya UU lNo. 35 Tahunl 2009 tentangl Narkotika,  

Indonesia menegaskan upaya pemberantasan narkoba. Sebagai undang-undang yang sah, 

UU tersebut berlaku secara mutlak di seluruh wilayahl Negara Kesatuanl Republik 

Indonesial  

(NKRI), baikl untuk subjek hukuml Warga Negaral Indonesia (WNIl) maupun Wargal Negara 

Asingl (WNA). Denganl kata llain, pasal-pasal dalaml UU lNo. 35 Tahunl 2009 siapl diterapkan 

untuk menjeratl pelaku kejahatan narkoba.
4
  

Masalahl penyalahgunaan narkotikal di Indonesial sampai saatl ini sudahl sangat 

lmemprihatinkan. Hal inil disebabkan olehl beberapa hall antara lainl karena Indonesial 

terletak padal posisi dil antara tigal benua danl mengingat denganl pesatnya kemajuanl 

perkembangan ilmul pengetahuan danl teknologi, pengaruhl globalisasi, danl arus 

transportasil yang sangatl maju danl nilai materaialistisl dengan sasaranl dinamika sasaranl 

opini peredaranl gelap. Masyarakatl Indonesia bahkanl masyarakat dunial pada umumnyal 

saat inil sedang dihadapkanl pada persoalanl yang sangatl besar danl mengkhawatirkan 

akibatl maraknya pemakaianl secara illegall bermacam-macaml jenis narkotikal dengan 

berbagail jenisnya. Kehawatiranl ini semakinl di pertajaml akibat luasnya peredaranl 

narkotika hinggal sampai dil lapisan lmasyarakat. Dari mulail orang ltua, generasi lmuda, 

                                                           
4
 Fadlan Mukhtar Zain : https://regional.kompas.com/read/2020/07/18/18120031/90-bandar-
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bahkan sampail di beberapal tempat hiburan pun ditemukanl anak-anakl di bawahl umur 

yangl mengkonsumsi lnarkotika. Hal inil begitu  berdampakl negatif bagil suatu lnegara. 
5
  

Melihatl kondisi sepertil ini tentul begitu banyakl upaya danl langkah yangl diterapkan 

pemerintahl Indonesia dalaml memulihkan kembalil keadaan lmasyarakat, bangsa danl  

  

negara. Indonesial dalam hall hukum sebenarnyal telah memilikil undang -  undangl No. 22l 

Tahun 1997l Tentang Narkotikal dan Undangl-Undang lNo. 5 Tahunl 1997 Tentangl 

Psikotropika. Dil dalam ketentuanl undang-undangl tersebut jelasl dinyatakan perbuatanl 

penyalahgunaan narkotikal merupakan perbuatanl pidana yangl dapat dijatuhil sanksi 

lhukum. Bentuk sanksil hukum dalaml kedua undangl-undang inil mulai daril yang beratl 

sampai yangl ringan hinggal hukuman matil bila dil dalam ketentuanl - ketentuan yangl 

berkaitan denganl penyalahgunaan lnarkotika. Pemberiaan danl penerapan dual bentuk 

hukumanl dalam undangl-undang, bertujuan agarl para pelakul yang inginl melakukan 

perbuatanl itu memikirkanl dua kalil sebelum lmelakukannya.  

Berbagai pihak, termasuk lpemerintah, akademisi, lpraktisi, media, danl setiap elemen 

atau lembagal swadaya lmasyarakat, bahkan negaral-negara lluar, sangat tertarik dengan 

hukumanl mati terhadap pelaku pidana narkotika. Akhir-akhir ini enam wargal negara asingl 

dan wargal negara Indonesial akan dihukum matil karena kasus narkoba. Beberapa negara 

masuk ke dalamnya, seperti lPerancis, Brasil, lGhana, Cordoba, lFilipina, dan lAustralia. 

Menteri Hukuml dan HAMl Yassonna Hl Laoly jugal memberikan empat keteranganl tentang 

                                                           
5
 Ismawati Septiningsih, S.H., M.H.: https://media.neliti.com/media/publications/170413-ID-

bahayanarkoba-dikalangan-pelajar-dan-up.pdf diakses pada Tanggal 13 Desember 2023  
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adanya 133l terpidana matil yang masih beluml dieksekusi. Di Indonesia, merekal 

ditempatkan dil beberapa lembagal pemasyarakatan.
6
  

Berdasarkanl latar belakangl yang telahl diuraikan, penulisl tertarik untukl mengkaji 

kedudukan hukuman mati sebagai sanksi pidana terhadap terdakwa pidana narkotika bila 

dikaitkan dengan konsep HAM. Kajianl ini penulisl tuangkan dalaml skripsi yangl berjudul,  

  

“PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOBA 

DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA”.  

B. Rumusan Masalah   

Adapunl yang menjadil rumusan permasalahan dalaml penulisan inil adalah:   

a. Bagaimanakah kedudukan hukuman mati sebagai sanksi pidana terhadap 

terdakawa pidana narkotika bila dikaitkan dengan konsep HAM?  

b. Bagaimana pertimbanganl hakim dalaml menjatuhkan putusanl hukuman mati 

terhadap pelaku tindakl pidana narkoba?  

C. Tujuan Penelitian   

Tujuan dilakukannya penelitian inil adalah:  

a. Untukl menganalisis dampak penerapan hukuman matil terhadap terdakwa 

narkobal dalam kerangka hukuml pidana, khususnya terhadap situasi pengendalian 

kejahatan narkoba dan efektivitas sanksi pidana.  

                                                           
6
 Farhan Permaqi Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)  https://e- 

jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/419/299 diakses pada  tanggal 13 Desember 2023  
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b. Untuk mencari alternatif sanksi pidana lainl yang mungkin lebihl sesuai denganl 

prisip – prinsip hak asasil manusia dalam penanganan kasus terdakwa narkoba 

selain hukuman mati.   

D. Manfaat Penelitian   

a. Manfaatl Teoritis   

Untuk memberikanl pemikiran dan referensi bagil pengembangan ilmul 

hukum secaral umum danl ilmu hukuml pidana secaral khusus, sesuail dengan 

pembahasanl ini.   

  

  

b. Manfaat Praktis   

Bermanfaat bagi pembaca dan Masyarakat dapat mengetahui sistem 

peradilan pidana, termasuk dalam hal penegakan hukuman mati. Serta, mekanisme 

penegakan hukuman mati yang lebih sesuail dengan prinsipl – prinsip hakl asasi 

lmanusia.   

c. Manfaatl Bagi Penulisl   

Untukl menempuh Gelarl Sarjana (Sl-1) dil Fakultas Hukuml Universitas HKBPl  

Nommensen lMedan.   

    



 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

  

A. Tinjauan Umum Hukuman Mati Bagi Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Ditinjau  

Dari Aspek Hukum Pidana  

1 . Pengertianl Hukuman Matil  

Secaral etimologis istilahl “hukum” telahl menjadi bahasal nasional lIndonesia. 

Istilah hukuml sering kalil disinonimkan denganl “recht” (Belandal), “law‟ (Inggrisl) dan 

lainl sebagainya. Keragamanl disiplin ilmul serta latarl belakang pengalamanl 

seseorang, menyebabkanl beragam pulal dalam memberikanl arti tentangl hukum. 

Namunl dalam penelitianl ini bahwal pengertian hukuml adalah aturanl atau normal 

yang dibuatl oleh pihakl berwenang yangl bersifat mengikatl dan memaksal dan 

bertujuanl menciptakan ketertibanl dan keamananl dalam lmasyarakat.
7
  

Hukuml atau hukumanl (pidana) merupakan perasaanl tidak enakl (sengsara) 

yangl dijatuhkan olehl hakim denganl suatu vonisl kepada orangl yang telahl melanggar 

undangl-undang hukuml pidana.
8
 Salahl satu jenisl cara penegakanl hukum pidanal 

yang palingl kontroversial dil dunia saatl ini adalahl hukuman lmati.  

Hukumanl mati adalah jenisl hukuman yang usianyal setua usial kehidupan 

manusial dan palingl kontroversial daril semua sisteml pidana, baikl di negaral-negara 

                                                           
7
 Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002), halaman 12.   
8
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet III, (Bandung: PT. Citra Bakti, 

2005), halaman 5.  
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yangl menganut sisteml Common lLaw, maupun dil negara-negaral yang menganutl 

Civil  

  

lLaw. Menurut Djokol Prakoso, hukumanl mati tersebutl masih diterapkanl sebagai 

salahl satu sanksil bagi merekal yang terbuktil melakukan salahl satu tindakl kejahatan. 

Hukumanl mati dapatl dikategorikan sebagail pidana palingl kejam, karenal tidak adal 

lagi harapanl bagi terpidanal untuk memperbaikil kejahatannya.
9
  

Hukumanl mati (deathl penalty ataul capital punishmentl) dipahami sebagail 

"the lawfull infliction ofl death asl a lpunishment”.
10

 Sebagai suatul bentuk lhukuman, 

pidana matil merupakan bagianl dari sisteml hukum pidanal (criminal lawl system) 

yangl juga terkaitl dengan teoril-teori tentangl pidana danl pemidanaan padal 

umumnya. Pidanal dalam hall pemberian lsanksi, sedangkan pemidanaanl lebih 

dibebankanl kepada sipelakul tindak lpidana, dengan pemberianl hukuman matil 

diharapkan masyarakatl dapat melihatl bahwa pelakunyal benar - benarl ditindak.  

2. Pengertianl dan Jenisl – Jenis Narkobal   

Narkotikal merupakan zat ataul obat baikl yang bersifatl alamiah, lsintetis, 

maupun semil sintetis yangl menimbulkan efekl penurunan lkesadaran, halusinasi, 

sertal daya lrangsang.
11

  

Menurutl UU Tahunl 2009 Tentangl Narkotika  pasall 1 ayatl 1 menyatakanl 

bahwa narkotikal merupakan zatl buatan ataul pun yangl berasal daril tanaman yangl 

                                                           
9
 Djoko Prakoso, Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1997), halaman 32.  

10
 Dalam praktek, ada berbagai metode yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati, yaitu: (a). 

Penggantungan (hanging); (b) Suntikan (lethal injection); (c) Kamar gas (gas chamber); (d) Aliran 

listrik (electrocution); dan (e) Tembakan (shooting).  
11

 https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/ diakses pada Tanggal 11 Maret 2024  
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memberikan efekl halusinasi, menurunnyal kesadaran, sertal menyebabkan 

lkecanduan. Obat-obatanl tersebut dapatl menimbulkan kecanduanl jika 

pemakaiannyal berlebihan.  

  

Pemanfaatanl dari zatl-zat itul adalah sebagail obat penghilangl nyeri sertal 

memberikan lketenangan. Penyalahgunaannya bisal terkena sanksil hukum.
12

  

Menurutl ghoodse, pengertian narkoba adalahl zat kimial yang dibutuhkanl 

untuk merawatl kesehatan, saatl zat tersebutl masuk kedalaml organ tubuhl maka 

akanl terjadi satul atau lebihl perubahan fungsil didalam ltubuh. lalu dilanjutkanl lagi 

denganl ketergantungan secaral fisik danl psikis padal tubuh, sehinggal jika zatl 

tersebut dihentikanl pengkonsumsiannya makal akan terjadil gangguan secaral fisik 

danl  

psikis.
13

  

Jenis – Jenis Narkobal   

1. Narkotikal Golongan 1l  

Jenisl narkotika yangl termasuk dalaml golongan l1, yaitu lganja, opium, 

tanamanl koka, metamfetamina, dan heroina.   

2. Narkotikal Golongan 2   

Jenisl narkotika yangl termasuk dalaml golongan 2, yaitul ekgonina, morfin 

metobromida, dan morfina.   

                                                           
12

 https://surabayakota.bnn.go.id/pengertian-narkoba/ diakses pada Tanggal 11 Maret 2024  
13

 https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/ diakses pada Tanggal 11 Maret 2024  
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3. Narkotikal Golongan 3   

Jenisl narkotika yangl termasuk dalaml golongan 3, yaitul etilmorfina, kodeina, 

polkodina, dan propiram.
14

   

    

  

3. Pengertianl Tindak Pidanal   

Tindakl pidana ataul strafbaar feitl dalam bahasal Belanda memilikil arti yaitul 

tindak lpidana, delik, perbuatanl pidana ataul perbuatan yangl di lpidana. Seseorang 

dapatl dikatakan melakukanl perbuatan lpidana, apabila perbuatanl tersebut telahl 

diatur dalaml undang-lundang, sesuai denganl Asas Legalitasl dalam Pasall 1 ayatl (1) 

KUHPl yang lberbunyi, tiada suatul perbuatan dapatl dipidana kecualil atas kekuatanl 

aturan pidanal dalam perundangl-undangan yangl telah lada, sebelum perbuatanl 

dilakukan.  

Tindakl pidana merupakan perbuatanl yang dilarangl oleh suatul aturan 

hukuml yang berisi larangan disertail dengan ancaman (sanksil) yang berupal pidana 

ltertentu, bagi barangl siapa yangl melanggar laranganl tersebut.
15

   

Menurutl Lamintang, bahwal setiap tindakl pidana dalaml KUHP padal 

umumnya dapatl dijabarkan unsurl – unsurnya menjadil 2 (dual) macam, yaitul unsur 

subyektifl dan unsurl obyektif. Unsurl subyektif adalahl unsur – unsurl yang melekatl 

                                                           
14

 Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/penggolongan-

narkotika-

diindonesia#:~:text=Narkotika%20golongan%20II%3A%20ekgonina%2C%20morfin,kodeina%2C%2

0polkodi na%2C%20dan%20propiram. diakses pada Tanggal 11 Maret 2024  
15

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 59.  
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pada diril si pelakul atau yangl berhubungan denganl diri sil pelaku danl termasuk dil 

dalamnya segalal sesuatu yangl terkandung dil dalam lhatinya. Unsur obyektifl 

adalah unsurl – unsur yangl ada hubungannyal dengan keadaanl – keadaan, yaitu 

keadaanl yang dimanal tindakan daril si pelakul itu harusl dilakukan.
16

  

4. Pelaku Terdakwa Tindak Pidana Narkoba   

Pelaku terdakwa tindak pidana narkoba di Indonesia dapat menjalani 

langkahlangkah penanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan 

Narkotika  

  

Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011. Terdakwa adalahl orang yangl 

menggunakan ataul menyalahgunakan narkotikal dan dalaml keadaan 

ketergantunganl pada lnarkotika, baik secaral fisik maupunl psikis. Terdakwal akan 

disebut Terdakwa Penyalahguna, Korbanl Penyalahgunaan, danl Pecandu lNarkotika. 

Setelah proses penyidikan, terdakwal akan diangkut ke pemeriksaan dan diberikan 

kesempatan untuk memanggil kuasa hukumnya. Jika terdakwa tidak memiliki kuasa 

hukum, maka hukum yang digunakan adalah hukum umum. Terdakwa akan 

diberikan kesempatan untuk menjawab tindakan yang dilakukannya, dan jika 

terdakwa tidak mengakui tindakan, maka hukum akan dikekalkan.
17

 Dan juga pelaku 

terdakwa tindak pidana narkoba di Indonesia dapat menerima hukuman mati 

sebagai sanksi lpidana. Hukuman mati adalah hukumanl terberat dalaml hukum 

pidanal di lIndonesia, yang diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan 

                                                           
16

 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 183  
17

 https://batamkota.bnn.go.id/tata-cara-penanganan-tersangka-dan-terdakwa-pecandu-narkotika-dan-

korbanpenyalahgunaan-narkotika/ diakses pada Tanggal 12 Maret 2024  
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narkoba, termasuk pelaku sebagai pengedar. UU Narkotika mengatur kategori 

pelaku sebagail "Pengguna" danl "Pengedar", dan terhadapl pelaku sebagail pengedar 

dimungkinkanl dikenakan sanksil pidana yangl paling lberat, yaitu Pidana lMati. 
18

  

    

  

5. Penegakan Hukum Bagi Terdakwa Tindak Pidana Narkoba   

Pelaksanaan Penegakanl hukum terhadapl Tindak Pidanal Narkotika diaturl 

dalam Undangl-Undang Nomorl 35 tahunl 2009 tentangl Narkotika, dengan 

Pengaturan narkotika dalam beberapa materi baru menunjukkan adanya upaya - 

upaya penegakan hukum yang substansinya memberikanl efek psikologisl kepada 

masyarakatl agar tidakl terjerumus dalaml tindak pidanal narkotika, telahl ditetapkan 

ancamanl pidana yangl lebih lberat, minimum danl maksimum mengingatl tingkat 

bahayal yang ditimbulkanl akibat dari tindakan penyalahgunaanl dan peredaranl gelap 

lnarkotika, sangat mengancaml ketahanan keamananl nasional.
19

  

                                                           
18

 Masjidil, Mustamam ,Nelvitia Purba : PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP BANDAR 

NARKOTIKA  

YANG MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING) DALAM PEREDARAN 

NARKOTIKA  

Jurnal Meta Hukum, Vol.1 No.1, November 2022, Page: 103-117  
19

 A.R. Sujono dan Bony Daniel, “Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009” 

(Bandung: Alumni, 2012), hlm. 214   
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Pemberlakuanl Undang-Undangl Nomor l35. Tahun 2009l tentang Narkotikal 

pada hakekatnyal merupakan reformasil hukum aspekl-aspek yangl direformasi dalaml 

Undang-undangl nomor 22l Tahun 1997l yang ldimaksud, adalah :  

1. Realitasl gradasi karenal variasi golonganl dalam narkotikal dengan 

ancamanl hukuman yangl berbeda denganl golongan 1l yang terberatl di 

lanjutkan dengan golonganl II danl III , suatul yang patutl justru dalaml 

pemberatan pidanal penjara adal ketentuan hukuml minimal (palingl 

singkat).  

2. Ketentuanl pemberatan selainl didasarkan penggolonganl juga realitasl 

bahwa dalaml penyalahgunaan narkotikal banyak dilakukanl oleh 

kelompokl melalui 2 permufakatanl (konspirasi), makal bila  

  

penyalahgunaanl beberapa orangl dengan konspirasil sanksi hukumnyal di  

lperberat.   

3. Penanggulanganl dan Pemberantasanl di lakukanl jika pelaku 

penyalahgunaanl narkoba lterorganisasi. Ini menunjukkanl bahwa 

penyalahgunaanl narkotika telahl ada sindikatl - sindikat yangl telah 

terorganisasil dalam loperasionalnya.  

4. Hal lain, apabilal koporasi yangl terlibat makal pidana dendanyal di 

lperberat, tetapi pertanggungl jawaban pidanal korporasi beluml tegas, 



16  

  

apakahl direkturnya dapatl dikenakan hukuml pidana lpenjara. Hal inil 

mungkin harusl melalui lyurisprudensi.
20

  

Padal mulanya, perkembanganl kejahatan narkobal ini dilakukanl dengan modusl 

operasi tradisional yaitul dari penjuall kepada pembelil layaknya prosesl transaksi 

barangl dagangan llainnya. Akan ltetapi, seiring denganl kemajuan ljaman, modus 

operasi tersebutl berkembangan menjadil sebuah jaringanl dengan sisteml komunikasi 

lterputus. Hal inil menyebabkan antaral penjual maupunl pembeli Narkobal tidak 

bertemul sama sekalil atau bahkanl nyaris tidakl saling mengenall antara satul dengan 

yangl lain. Denganl modus operasi produksil narkoba, dimanal antara pemilikl dana 

denganl orang-orangl yang terlibatl dalam prosesl produksi (peracikl bahan, penyedial 

bahan lmentah, pengemas danl kurir distributorl barang) memilikil pola yangl semakin 

sulitl diantisipasi olehl petugas dil lapangan.
21

  

  

Penegakanl hukum danl Pencegahan narkotikal sudah sangatl ketat berdasarkanl 

perundang - undanganl yaitu lpenyadapan, pembelian lterselubung, dan pengawasanl 

terhadap penyerahanl barang yangl memungkinkan kemudahanl proses pembuktianl 

yang justrul berkembang hinggal para penegakl hukum diberbagail tingkatanya. 

Dibangunl kembali sistem rulel of lawl yang telahl direkayasa menjadil rule byl law 

ataul biasanya diputarbalikanl dengan rulel above thel law dalaml menegakan hukuml 

                                                           
20

 Moh. Taufik Makarao dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 15  
21

 Ferli Hidayat: https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-

indonesia/ diakses pada Tanggal 13 Maret 2024  
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yang lefektif. Perkembangan modusl operasi kejahatan Narkobal di Indonesial juga 

mengalamil perkembangan menarikl yang perlul diperhatikan lbersama. 
22

  

Dil samping litu, substansi hukuml dapat dijadikanl pegangan danl sebagai standarl 

tolak ukurl efektivitas hukuml bagi penegakl hukum danl peran sertal mahasiswa, 

dalaml upaya pencegahanl dan penyalahgunaanl narkotika. lsebab, bilamana tidakl 

ada aturanl hukum yangl jelas mengaturl tentang suatul tindak pidanal akan 

berpengaruhl terhadap caral bertindak danl cara berpikirl para aparatl penegak 

hukuml dalam menetapkanl kebijakan hukuml pidana (criminall policy) untukl 

kepentingan tujuanl penegakan lhukum. 
23

  

Penegakanl hukum narkotikal di Indonesia ditentukan oleh substansi hukuml 

berdasarkan Undangl-Undang Nomorl 35 Tahunl 2009 yangl merupakan upayal hukum 

Pemerintahl Indonesia sebagail langkah penanggulanganl terhadap peredaranl gelap 

narkotikal di Indonesial melalui sisteml penegakan hukuml pidana. Efektivitasl hukum 

itul tergantung padal peranan penegakl hukum danl peran sertal masyarakat yangl  

  

memegang perananl utama dalaml penegakan lhukum, khususnya dalaml penerapan 

lsanksi. Penegakan hukuml dengan menitikberatkanl pada sanksil pidana adalahl salah 

satul sarana yangl sering yangl dipergunakan untukl menanggulangi lkejahatan, 

meskipun sanksil pidana bukanl satu-satunyal sarana yangl paling lefektif.  

                                                           
22

 Syaiful Bakhri, “Kejahatan Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan 

Hukum Pidana” (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 11-12.  
23

 Humas BNN: https://bnn.go.id/dalam-penegakan-hukum-bagi-para-pelaku-peradaran-narkoba-

harus-satupersepsi/  diakses pada Tanggal 12 Maret 2024  
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B. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Hukuman Mati  

1. Pengertianl Hak Asasil Manusia   

Setiapl manusia memilikil hak untukl hidup. Dil dalam kehidupanl tersebut melekatl 

hak-hakl lainnya yangl harus dijunjungl tinggi olehl orang llainnya. Menurut undangl– 

undang bahwal Hak Asasil Manusia (HAMl) adalah seperangkatl hak yangl melekat 

padal hakikat danl keberadaan manusial sebagai mahlukl Tuhan Yangl Maha Esal dan 

merupakanl anugerah-Nyal yang wajibl dihormati, dijunjungl tinggi danl dilindungi 

olehl negara lhukun, pemerintahan, danl setiap orangl demi kehormatanl serta 

perlindunganl harkat danl martabat lmanusia.
24

  John Lockel menjelaskan bahwal 

HAM ialahl hak-hakl yang langsungl diberikan Tuhanl Yang Mahal Esa kepadal manusia 

sebagail hak yangl kodrati. Olehl karenanya, tidakl ada kekuatanl apapun dil dunia 

yangl bisa lmencabutnya. HAM inil sifatnya fundamentall atau mendasarl bagi 

kehidupanl manusia danl pada hakikatnyal sangat lsuci. Menurut lMuladi, HAM ialahl 

segala hakl pokok ataul dasar yangl telah melekatl pada diril manusia dalaml 

kehidupannya.
25

  

HAMl merupakan hakl yang melekatl pada setiapl diri manusial yang tidakl dapat 

diganggul gugat olehl orang lainl yang diberikanl Tuhan sejakl manusia llahir. Apabila  

  

lseseorang, pemerintah ataul orang lainl mengganggu Hakl asasi orangl lain, makal 

dapat dituntutl sesuai denganl undang-undangl yang lberlaku.  

                                                           
24

 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
25

 Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang : https://www.detik.com/bali/berita/d-

6435402/pengertianham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli diakses pada Tanggal 13 Maret 2024  
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2. Penjatuhanl Pidana Matil Yang Bertentangan Dengan Hak Asasil Manusia   

Penjatuhanl pidana matil narkoba dianggap bertentangan denganl Hak Asasil Manusia 

(HAM) karena hak tersebut bersifat nonl derogable lrights, yang berarti tidakl dapat 

dibatasi ataul diingkari oleh negara. Hak asasi manusia ini mencakup hak atas 

kehidupan, yang menjadi dasar bagi penerapan pidanal mati olehl negara melaluil 

putusan lpengadilan. Penerapan pidana mati ini dianggap melanggar hak asasi manusia 

karena negara mengambill hak hidupl terpidana, yangl merupakan hakl yang tidakl dapat 

ldibatasi.   

Komnasl HAM menganggap bahwal hukuman matil bertentangan dengan 

prinsiplprinsip dan nilai-nilai hakl asasi lmanusia. Masyarakat yangl kontra denganl 

hukuman matil menganggap bahwal pidana tersebutl tidak manusiawil dan 

bertentanganl dengan prinsipl kemanusiaan yangl adil danl beradab, sepertil yang 

tertuangl dalam lPancasila.  

Kontroversi mengenail hukuman matil salah satunyal muncul karenal amandemen 

kedual Pasal 28Al dan 28Il Ayat 1l UUD 1945l yang menyatakanl setiap orangl berhak 

untukl hidup danl berhak mempertahankanl hidup danl kehidupannya. Hakl ini 

merupakanl hak asasil manusia yangl tidak dapatl dikurangi dalaml keadaan apal pun 

danl oleh siapal pun, termasukl negara
26

  

  

  

  

                                                           
26

 Utari Putri Wardanti : https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/25/2005/hukuman-

matibertentangan-dengan-prinsip-dan-nilai-ham.html diakses pada Tanggal 14 Maret 2024  
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3. Penegakan Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkoba   

Indonesial sebagai salahl satu negaral yang menjunjung ltinggi tentangl HAM 

danl sudah mengaturl HAM dil dalam undangl–undang. Dil dalam UUDl 1945 sudahl 

mengatur HAMl dan denganl dikeluarkannya Undangl–Undang Nomorl 39 Tahunl 

1999 danl undang-undangl lainnya. 
27

  

Pengaturanl tentang HAMl sejak tahunl 1945 tertuangl di dalaml Undang– 

Undangl Dasar 1945l Pasal 28Al menyatakan bahwal “Setiap orangl berhak untukl 

hidup sertal berhak mempertahankanl hidup danl kehidupannya”. 
28

  Selainl itu Pasall 

9 Undangl-Undang Nomorl 39 Tahunl 1999 tentangl Hak Asasil Manusia menyatakanl 

bahwa;   

1. Setiapl orang berhakl untuk lhidup, mempertahankan hidupl dan meningkatkanl 

taraf lkehidupannya.  

2. Setiapl orang berhakl hidup ltenteram, aman, ldamai, bahagia, sejahteral lahir 

danl batin, danl setiap orangl berhak atasl lingkungan hidupl yang baikl dan 

lsehat.   

3. Setiapl manusia mempunyail hak asasil untuk hidupl dan lkehidupannya. Seperti 

yangl disampaikan dil atas bahwal hak asasil manusia yangl satu dibatasil oleh 

hakl asasi manusial yang llainnya.   

                                                           
27

 Issha Harruma : https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/05000021/upaya-pemerintah-

dalammenegakkan-ham diakses pada Tanggal 13 Maret 2024  
28

 Tim Hukumonline : https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-

1945lt642a9cb7df172/ diakses pada Tanggal 13 Maret 2024  
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Memberikanl hukuman matil bagi terdakwa tindak pidana Narkobal sesuai 

denganl ancaman Pasall 114 ayatl (2) Undangl-Undang Nomorl 35 Tahunl 2009 sudahl  

  

tepat danl tidak melanggarl Hak Asasil Manusia. Karenal hukuman matil yang 

dijatuhkanl kepada satul orang yangl merusak danl menghancurkan orangl banyak itul 

lebih baikl daripada dial tetap hidupl tapi kehancuranl semakin besarl bagi orangl lain 

dalaml suatu lnegara.
29

  

Pelaksanaanl hukuman matil kepada terdakwa tindak pidana narkobal  jika 

ditinjaul dari aspekl hak asasil manusia tidakl bertentangan hasill konvensi 

internasionall karena membunuhl satu orangl lebih baikl daripada menghancurkanl 

orang banyakl akibat perbuatanl dan ltindakannya. Hal inil juga dituangkanl di dalaml 

perjanjian danl konvensi internasionall tentang hakl sipil danl politik bahwal hukuman 

matil tidak ldilarang. Tindakan pelakul kejahatan peredaranl gelap narkobal atau jugal 

Bandar Narkobal ini menghancurkanl umat manusial yang lebihl besar sehinggal 

sangat tepatl jika diberikanl hukuman matil untuk memberantasl kejahatan yangl 

dilakukannya danl menyelamatkan manusial yang lebihl banyak.
30

   

Kebijakan terhadap narkoba dil Indonesia telahl ditetapkan dalam 

UndanglUndang Nomorl 35 Tahunl 2009 tentangl Narkotika, yang melarang 

penyalahgunaan, pengedar, pengawas, pemakai, pembuat, pengawas, dan 

pengguna narkoba. Pengedar narkoba dilarang mengedarkan, menjual, mengirim, 

                                                           
29

 BNN editor : https://bengkulu.bnn.go.id/penjatuhan-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-menurut-

hukumdan-hak-asasi-manusia/ diakses pada Tanggal 13 Maret 2024  
30

 BNN editor : https://bengkulu.bnn.go.id/penjatuhan-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-menurut-

hukumdan-hak-asasi-manusia/ diakses pada Tanggal 13 Maret 2024  
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mengirimkan, atau menyediakan narkoba. Pemakai narkoba dilarang membeli, 

memakai, atau menyediakan narkoba.  Kementerian Hukum dan HAM Indonesia 

telah menerapkan kebijakan  

terhadap pengedar narkoba, yang antara lain meliputi:  

  

1. Menerimal sebagai Wargal Binaan Pemasyarakatanl di lingkunganl 

Lapas/Rutanl yang sudahl mempunyai kekuatanl hukum tetapl dari 

penegakanl hukum.   

2. Tanpal Remisi, untukl memberi efekl jera terhadapl pengedar 

lNarkoba, maka Kementerianl Hukum danl HAM tidakl memberikan 

remisil atau penguranganl masa tahananl bagi lmereka.   

3. Pemindahanl Bandar Narkobal ke Nusal Kambangan, Kebijakanl 

terbaru daril Kementerian Hukuml dan HAMl adalah memindahkanl 

para bandarl Narkoba sebanyakl 90 bandarl Narkoba daril Lapas dil 

Jawa Baratl ke Lembagal pemasyarakatan kelasl khusus dil Nusa 

Kambanganl Jawa Tengahl pada tanggall 17 Juli 2020
31

  

Kebijakan negara terhadapl pelaku tindakl pidana narkoba juga ditetapkan 

dalaml Undang-Undangl Nomor 35l Tahun 2009l tentang lNarkotika, yang mengatur 

hukuman untuk pelaku tindak pidana narkoba, yang antara lain:  

1. Penjaral  

2. Kurunganl  

                                                           
31

 Kanwil Jabar : https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/apa-kebijakan-

kemenkumhamterhadap-pengedar-narkoba diakses pada Tanggal 13 Maret 2024  
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3. Dendal  

4. Tutupan  

5. Pidanal Mati 
32

    

  

                                                           
32

 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN  

  

A. Ruang Lingkup Penelitian   

Berdasarkanl isi daril uraian latarl belakang danl rumusan masalahl yang telahl disebutkan ldiatas, 

maka penulisl membatasi ruangl lingkup daril penelitian lini. Ruang lingkupl penelitian bertujuanl untuk 

membatasil dan memperjelasl masalah yangl akan dibahasl dalam skripsil ini agarl tidak mengembangl 

dan tidakl menyimpang sehinggal penulisan skripsil berlangsung secaral sistematis danl terarah kepadal 

permasalahan yangl penulis lteliti. Ruang lingkupl penelitian "Penjatuhan Hukuman Matil terhadap 

Terdakwa Tindakl Pidana Narkoba Ditinjaul dari Aspek Hukuml Pidana dan Hakl Asasi lManusia". Selain 

itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek hak asasil manusia yangl terkait dengan penjatuhan 

hukuman lmati, seperti perlindungan terhadap hakl hidup, hak kebebasan, dan hak tidak disiksa.   

B. Jenis Penelitian   

Berdasarkanl perumusan masalahl dalam Menyusunl penelitian lini, jenis penelitianl  yang 

digunakanl adalah jenisl penelitian Hukuml Normatif Empiris. Sebagail mana penelitianl Hukum Normatifl 

Empiris yaitu metodel penelitian hukuml yang mengkajil pelaksanaan ataul implementasi ketentuanl 

hukum positifl (perundang – undanganl) secara faktuall pada setiapl peristiwa hukuml tertentu yangl 

terjadi di dalaml masyarakat.
33

  

  

  

                                                           
33

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Cet 1, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti 2004),hlm, 52  
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C. Metode Pendekatan Masalah  

a. Metode pendekatanl undang – undang (statutel approach)  

Didalaml penelitian inil penulis menggunakanl metode menelaahl semua undangl - undang 

danl regulasi yangl berkaitan denganl isu hukuml yang sedangl ditangani. Pendekatanl ini akanl 

membuka kesempatanl peneliti untukl mempelajari konsistensil dan kesesuaianl antara suatul 

undang-undangl yang dipakail dengan undangl-undang lainnyal atau antaral undang-undangl 

dengan undangl-undang dasarl atau antaral regulasi danl undang-lundang.  

b. Metode pendekatan konseptual (Conceptual Approachl)  

Pendekatanl ini merupakanl pendekatan yangl dilakukan denganl cara menggabungkan 

konsep-konsep praktis, teori, prinsip-prinsip hukum, dan HAM yang dapatl diimplementasikan 

menjadil satu sudutl pandang tertentul dan menjadil solusi atasl permasalahan yangl telah lterjadi.  

D. Sumber Bahan Hukum   

1) Bahanl Hukum lPrimer, bahan hukuml primer merupakan datal yang berasall dari sumberl 

pertama yaitul responden ataupunl informan yangl di dapatl dari hasill terjun langsungl 

kelapangan. Datal primer didapatl dari lokasil penelitian yangl bertempat dil kantor DPD 

Federasi Advokat Republik Indonesia Sumatera Utara.   

2) Bahanl Hukum lSekunder, merupakan bahan hukuml yang di dapat daril penelitian 

kepustakaan. Bahan hukuml sekunder yang digunakanl dalam penelitianl ini berupal buku – 

bukul literatur, media cetak online, dokumenl – dokumen, karyal ilmiah, danl undang – 

undang yang terkait denganl penelitian lini.   

21  
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3) Bahanl Hukum lTersier, yaitu bahanl hukum yangl diperoleh daril kamus lhukum, internet, dan 

ensiklopedial yang mempunyail relevansi denganl penelitian lini.   

E. Metode Penelitian    

Metode pengumpulanl data yangl dipergunakan dalaml penelitian inil adalah :   

1. Metodel Kepustakaan (Libraryl Research)   

Metodel penelitian kepustakaanl merupakan suatu proses penelitianl dengan 

mengumpulkanl dan mempelajaril berbagai jenisl bahan bacaanl seperti bukul – buku lliteratur, 

media cetak online, dokumen – ldokumen, karya lilmiah, dan tulisanl – tulisan yangl mempunyai 

relevansi dengan penelitianl ini.   

2. Metodel Penelitian Lapanganl (Field Researchl)  

Metodel penelitian lapanganl yaitu prosesl penelitian untukl memperoleh datal primer 

makal dilakukan penelitianl langsung denganl cara wawancaral kepada bapak Baginta Manihuruk 

SH., MH. Selaku Ketua DPD Sumatera Utara Federasi Advokat  

Republik Indonesia.  

F. Analisa Bahan Hukum   

Bahanl yang diperolehl akan dil analisa secaral kualitatif, merupakanl tata caral penelitian 

yangl menghasilkan datal deskriptif, yaitul apa yangl dinyatakan informanl secara lisanl atau 

tertulisl kemudian ldiarahkan, dibahas danl diberi penjelasanl dengan ketentuanl yang berlakul 

untuk kemudianl disimpulkan, danl menghubungkan permasalahanl yang dikemukakanl dengan 

teoril yang lrelevan. Kemudian penulisl menguraikan dalaml bentuk kalimatl-kalimat yangl tersusun 

secaral sistematis untukl menjawab lpermasalahan.  

 


